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RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY) 

Gelombang panas akibat perubahan iklim menjadi permasalahan serius wilayah 

perkotaan dan menjadi ancaman nyata bagi kehidupan manusia. Salah satu upaya 

mitigasi gelombang panas perkotaan atau yang lebih dikenal Urban Heat Island (UHI) 

adalah pengelolaan Infrastruktur Hijau (IH) yang efektif. Penelitian ini mengenalkan 

Pemodelan Rowali sebagai pendekatan tata kelola IH yang berbasis kearifan lokal dan 

spiritual serta berbasis pemberdayaan masyarakat untuk mengendalikan gelombang 

panas perkotaan dengan mewujudkan kenyamanan termal, penataan lingkungan 

sekaligus upaya konservasi mata air. Rekomendasi kebijakan dari hasil penelitian ini 

yaitu Pemodelan pengelolaan infrastruktur hijau/pepohonan  dengan memadukan nilai 

spiritual, nilai ekonomi, nilai sosial budaya dan nilai historis dapat mewujudkan 

lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Peran utama tata kelola pepohonan ada 

ditokoh masyarakat dan lembaga non pemerintah dengan didukung multi pihak dalam 

pembiayaannya. 

PENDAHULUAN 

Krisis iklim yang terjadi secara global telah mendorong peningkatan suhu 

ekstrem dan memperparah fenomena Urban Heat Island (UHI), terutama di kawasan 

perkotaan yang padat dan minim ruang terbuka hijau. Kabupaten Temanggung sebagai 

kota di Jawa Tengah tidak luput dari dampak ini. Studi pendahuluan menunjukkan 

antara tahun 2013 hingga 2020, UHI dengan suhu Land Surface Temperature (LST) 

>30°C di kabupaten Temanggung meningkat hingga 268%. Peningkatan LST tersebut 

salah satunya disebabkan perubahan fungsi lahan vegetasi menjadi non vegetasi naik 

22% dalam kurun waktu yang sama. Meskipun berbagai pendekatan telah 

dikembangkan untuk merespons isu ini, termasuk pembangunan infrastruktur hijau (IH), 

namun implementasi di tingkat lokal masih menemui tantangan besar. Keterbatasan 

sumber daya, lemahnya koordinasi antar pihak, serta minimnya keterlibatan masyarakat 

dan sektor swasta menjadi penghambat utama dalam pengelolaan Infrastruktur Hijau. 

Memperhatikan hal tersebut diperlukan kebijakan strategis yang bisa diterima oleh 

semua pihak dalam pengelolaan lingkungan yang lebih efektif.  
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TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Rowali merupakan nama sebuah mata air dan diabadikan juga sebagai sebuah 

nama dusun di Kelurahan Kertosari yang berada di pusat Kota Temanggung. Penelitian 

dilaksanakan dengan mengambil responden penduduk di Wilayah Perkotaan 

Temanggung. Pemahaman masyarakat serta keterlibatan aktif dalam pola pengelolaan 

IH, menjadi informasi kunci dalam pengelolaan IH yang digali dalam survey. 

Berdasarkan perhitungan rumus Slovin (Tejada, et al., 2012) ditentukan jumlah 

responden 235 orang dari 78.824 populasi di perkotaan Temanggung (BPS Kabupaten 

Temanggung, Tahun 2024).   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 74% responden terlibat langsung dalam 

pengelolaan IH, dengan mayoritas berusia 26–50 tahun (79%) dan perempuan (57%), 

mengindikasikan bahwa partisipasi lebih efektif jika menyasar kelompok usia dewasa 

dan perempuan berpendidikan menengah–tinggi. Sebanyak 84% responden telah 

tinggal lebih dari 10 tahun di lokasi studi, memperkuat keterlibatan melalui pemahaman 

lingkungan dan budaya lokal. Keterlibatan aktif dalam pengelolaan lingkungan bagi 

responden  berupa kerja bakti pemeliharaan pohon dan mata air (51%). Sebanyak 67% 

responden berpenghasilan di bawah Rp2.000.000 per bulan, partisipasi responden 

mencapai 95% bersedia menyumbang tenaga dan pikiran, sementara hanya 5% 

mampu memberi dana. Temuan penelitian ini  sejalan dengan temuan Steadman et al. 

(2023) terkait rendahnya kesadaran pembiayaan publik. Solusi untuk keterbatasan 

dana dilakukan melalui dukungan CSR dari pihak swasta yang disalurkan langsung ke 

masyarakat seperti dalam Pola Rowali, sehingga terwujud transparansi dan kesiapan 

untuk berkontribusi dana bila dibutuhkan. 

Sebanyak 91% responden memahami bahwa fungsi utama IH adalah menjaga 

kelestarian alam dan keberlangsungan hidup mahkluk hidup, dimana 65% responden 

memilih berpartisipasi melalui penanaman pohon. Hal ini sejalan dengan temuan 

(Conway et al. 2021) bahwa masyarakat kota menginginkan lebih banyak ruang hijau, 

terutama pohon. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan IH dan lingkungan, dipicu 

oleh kekhawatiran terhadap krisis iklim (43%) dan potensi dampak ekonomi akibat 

perubahan iklim. Meski sebanyak 74% responden  ingin berkontribusi secara nyata 

dalam pengelolaan IH, 44% menyebutkan keterbatasan teknis sebagai hambatan, 

sehingga diperlukan pelatihan rutin. Keberhasilan pengelolaan IH bergantung pada 

pemahaman fungsi IH, semangat kontribusi, dan kolaborasi dalam menanam serta 

merawat pohon serta pengelolaan lingkungan pemukiman yang lebih baik. 

Hasil observasi, sebagian penduduk Rowali menempati tanah pada ruang 

terbuka hijau secara ilegal untuk rumah tempat tinggal dan turun temurun. Pada Tahun 

2020 ada 111 Jiwa yang menempati tanah ilegal yang berada di daerah resapan air. 

Kemudian pada Tahun 2020, atas gerakan bersama dan arahan pemerintah daerah, 

melaksanakan relokasi mandiri dengan membongkar rumah tempat tinggalnya dengan 

tujuann mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau perkotaan dan melindungi sumber 

mata air bersih. 
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Sumber : Dokumentasi Warga, 2023            Sumber : Dokumentasi Warga, 2023                  Sumber : Dokumentasi Warga, 

2023 

 

Gambar 1. Pembongkaran Rumah di Daerah Resapan Air          Gambar 2. Budaya Nyadran      

  Sumber : Dokumentasi Warga, 2023                                            Sumber : Dokumentasi Warga, 2023         

Gambar 3. Perkembangan Pohon Bendo              Gambar 4. Pohon Bendo (Artocarpus elasticus) 

Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pola Pengelolaan IH Berkelanjutan 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan 2 (dua) 

pendekatan utama dalam pengelolaan IH, yaitu pola umum pengelolaan lingkungan dan 

pola Rowali. Keduanya memiliki kesamaan dalam partisipasi masyarakat melalui 

tenaga, pikiran, dan dana, melibatkan berbagai stakeholder, serta diinisiasi oleh 

pemerintah dan tokoh masyarakat. Kedua pola juga menekankan pentingnya sosialisasi 

berkelanjutan, pemahaman atas dampak negatif jika program tidak dijalankan, dan 

kesadaran masyarakat terhadap ancaman perubahan iklim.  

Pada pola Rowali, masyarakat yang terlibat memperoleh manfaat ekonomi 

langsung dan mampu memproyeksikan keuntungan jangka menengah hingga panjang. 

Program dipimpin oleh tokoh masyarakat pilihan warga, serta mengedepankan 

transparansi melalui penerimaan langsung dana CSR oleh masyarakat. Pola Rowali 

juga memberikan gambaran program masa depan yang jelas, menanamkan nilai 

investasi jangka panjang yang dapat dihitung oleh warga, serta didasari nilai historis, 

spiritual, dan sosial budaya yang kuat. Hal ini menjadikan pola Rowali lebih kontekstual, 

inklusif, dan berkelanjutan dibanding pola umum pengelolaan. 
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Tabel 1. FAKTOR DAN TEMUAN POLA ROWALI 

Sumber  : Hasil Analisa, 2023 

 

 

 

Faktor Temuan Pola Rowali 

Inisiasi Awal  Inisiasi awal dari masyarakat dan pemerintah memfasilitasi 

Stakeholders Kunci Tokoh masyarakat dan tokoh agama 

Latar belakang  Masyarakat sangat paham tujuan program, untuk melindungi 

pepohonan, ruang terbuka hijau perkotaan dan sumber mata air, 

sehingga bersedia melaksanakan pembongkaran rumah dan relokasi 

secara mandiri  

Nilai kearifan lokal  Masyarakat mempunyai nilai kearifan lokal:  

Nilai historis : Pepohonan  dan mata air Rowali bagian dari sejarah 

berdirinya perkampungan. Dibuktikan nama perkampungan Dusun 

Bendo diambil dari nama pohon (Pohon Bendo atau Artocarpus 

elasticus). Masyarakat memelihara pohon dan mendokumentasikan 

perkembangannya. Nama mata air Rowali dijadikan sebutan nama 

kampung Rowali. 

Nilai Spiritual : Pelaksanaan ritual “Nyadran Merti Bumi” yaitu 

selamatan bersama sebagai bentuk keserasian masyarakat dengan 

alam atau bumi. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin dan terjadwal 

serta turun menurun, sebagai bagian edukasi antar generasi kepada 

alam sehingga tumbuh mitos dan kepercayaan masyarakat untuk 

tidak merusak alam. 

Nilai Sosial Budaya: Masyarakat menyelenggarakan kegiatan seni 

budaya secara rutin di lokasi tersebut, melaksanakan kegiatan bersih 

lingkungan dan mempunyai budaya tidak merusak alam serta menjadi 

tempat interaksi antar warga.   

Nilai Ekonomi Masyarakat mengetahui nilai manfaat ekonomi yang akan 

didapatkannya dalam jangka menengah dan panjang, dengan 

kenaikan nilai aset, serta akan terlibat langsung dalam penataan 

Kawasan Rowali, yang ke depannya bernilai ekonomi. 

Partisipasi Swasta CSR diterima langsung oleh masyarakat dalam bentuk subsidi 

perbankan (PT. Bank Pasar ) atas pembelian tanah untuk 

perkampungan baru, subsido biaya pemasangan listrik dan PDAM 

Gambaran kedepan  Masyarakat mendapatkan gambaran kedepan akan keberlanjutan 

program yang akan datang melalui kerjasama dengan pihak swasta. 

Pihak yang terlibat Pemerintah : Sebagai fasilitator dan inisiator program, serta sinergitas 

program 

Masyarakat : Kesediaan berkontribusi tenaga dan dana 

Swasta : Perbankan, PDAM dan PLN memberikan CSR kepada 

masyarakat  

Perguruan Tinggi : Terlibat dalam memberikan masukan program 

secara akademis 

Media Massa : terlibat dalam publikasi dan desiminasi melalui TV dan 

Radio lokal serta media massa. 
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Riset Pola Rowali terkait dan selaras dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 

7 Tahun 2025, tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Pola Rowali 

mendukung Visi Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan untuk Menuju 

Indonesia Emas 2045. Keterkaitan secara detail pola Rowali pada Misi Ketiga 

”Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan 

mengedepankan nilai-nilai integritas”, dapat ditunjukkan dengan adanya kolaborasi 

stakeholders terkait, integritas aparatur yang tinggi dalam melayani masyarakat, 

pemerintah responsif terhadap kebutuhan ruang terbuka hijau namun juga responsif 

dengan kebutuhan masyarakat.  Pola Rowali juga mendukung Misi Keempat yaitu 

“Pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan melalui 

perencanaan tata ruang yang responsif”, hal ini ditunjukkan dengan perencanaan 

pembangunan yang mengedepankan lingkungan dengan mengembalikan fungsi ruang 

terbuka hijau tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat. Implikasi yang dirasakan oleh 

pemerintah daerah dan masyarakat adalah terlindungi sumber mata air, terjaganya 

fungsi ruang terbuka hijau perkotaan, tertata lingkungan pemukiman, terpeliharanya 

Infrastruktur hijau, terwujudnya kepemilikan asset (rumah dan tanah) yang menjadi hak 

milik masyarakat dan bernilai ekonomi tinggi ke depannya, terbukanya akses 

masyarakat dengan perbankan, tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah dan merasakan kehadiran pemerintah.Pembeda temuan hasil penelitian 

POLA ROWALI jika dibandingkan dengan pengelolaan lingkungan yang sudah ada saat 

ini bisa dilihat pada skema pada Gambar 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Alur “5 Pola Rowali” sebagai Pola Pengelolaan IH Berkelanjutan 

 

Prospek upscaling Pola Rowali untuk riset lanjutan sangat besar peluangnya, 

karena isu terkait lingkungan masih menjadi perhatian semua pihak. Riset lanjutan 

terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk terwujudnya keseimbangan 

Pembahasan Pola pengelolaan 
IH, terkait :  
1. Tujuan Desain 
2. Sistem Kelembagaan 
3. Komunikasi / Kolaborasi 
4. Kerangka Hukum 
Hasil penelitian (Waylen et al. 
2018) (Francesch-Huidobro et al. 
2017) (Schiappacasse and Müller 
2015) 

Variabel Penata layanan 
IH mengenai : 
1. Motivasi  
2. Etika 
3. Hasil 
4. Tindakan 
Hasil penelitian (Peçanha 
Enqvist et al. 2018) (Davies 
and Santo-Tomás Muro 2023) 

 

Hasil survei pola pengelolaan dan dipadukan dengan temuan Rowali: 
1. Pemrakarsa;  2.Stekholders Kunci ;  3. Pemahaman Masyarakat;   4. Nilai Kearifan lokal;  
5. Nilai Ekonomi;  6. Peran serta Swasta;  7.Tujuan kedepan;  8. Para Pihak yang terlibat 

(Sumber : Hasil Penelitian Penulis,2023) 
 

“ Pola Rowali” sebagai Pola pengelolaan IH  dan Lingkungan Berkelanjutan: 

1. Keseimbangan keuntungan ekonomi dan ekologi bagi masyarakat 
2. Kepemimpinan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat 
3. Transparansi pengelolaan dan tujuan program,yang dipahami oleh masyarakat 
4. Sinergitas unsur-unsur stakeholders  terkait. 

5. Gerakan pola pengelolaan pohon sebagai IH perkotaan mempunyai Nilai Historis, Spiritual, dan Nilai 
Sosial budaya  

Penelitian terkait Pola 
pengelolaan IH  efektif, 
menghasilkan: 
1. Standar 
2. Regulasi 
3. Faktor Sosial Ekonomi 
4. Keuangan 
5. Inovasi 
(Staddon et al. 2018) 
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ekonomi, sosial dan ekologi, untuk pembangunan yang berkelanjutan dengan 

memperhatikan prinsip nilai-nilai historis, nilai spiritual dan nilai sosial budaya. 

 

SARAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Beberapa rekomendasi strategis dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas 

pengelolaan infrastruktur hijau atau Ruang Terbuka Hijau (RTH). Rekomendasi ini dapat 

mendorong Program Prioritas Gubernur pada Program Aksi nomor 24 yaitu “Mendorong 

pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun 

wilayah desa”. Beberapa rekomendasi tersebut yaitu: 

1. Mendukung regulasi yang ada disertai implementasi yang kuat dalam pengelolaan 

infrastruktur hijau yang disinergikan dengan lingkungan permukiman di wilayah 

perkotaan. Kebijakan riel : Menjalankan regulasi secara optimal bersama 

masyarakat terkait Perda/Peraturan Kepala Daerah atau sejenisnya mengenai 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau atau Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

2. Mendorong kebijakan yang mengedepankan keterlibatan masyarakat setempat 

dalam pengelolaan infrastruktur hijau, khususnya tokoh masyarakat dan agama 

yang memiliki pengaruh kuat secara sosial dan kultural (jalur informal dan 

keagamaan).  Rowali Model dapat diimplementasikan untuk memberikan peran 

lebih besar kepada masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur 

hijau. Kebijakan riel berupa Pemerintah memberi peran yang lebih besar pada 

kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Seperti di Temanggung 

ada Pembentukan Komite Konservasi yang anggotanya dari tokoh masyarakat 

berbagai unsur yang tugasnya pendampingan masyarakat terkait konservasi lahan. 

Pembentukan Dewan Persampahan dari Tingkat Kabupaten sampai Tingkat 

Lingkungan yang tugasnya pendampingan masyarakat dalam pengelolaan 

sampah. 

3. Mendorong pengelolaan infrastruktur hijau berbasis pada nilai-nilai lokal, seperti 

nilai historis, spiritual, dan sosial budaya masyarakat, sehingga tidak bersifat top-

down. Kebijakan Riel berupa, pengelolaan infrastruktur hijau/ pepohonan, harus 

berbasis pada nilai historis seperti pohon yang menjadi simbol/ pohon asli daerah 

lokal atau penanaman pohon tersebut mengandung cerita lokal sehingga 

masyarakat menganggap itu bagian dari kehidupan mereka. Mempunyai nilai 

historis dan sosial budaya artinya pohon tersebut ditanam antar generasi, sehingga 

bisa saling menjaga dan memelihara karena akan mewakili generasi mereka.  

Pepohonan atau infrastruktur hijau yang ditanam juga harus dikaitkan dengan sosial 

budaya yang berkembang di masyarakat, seperti kegiatan sosial, seni budaya atau 

“nyadaranan” dilaksanakan pada lokasi tersebut. 

4. Mengoptimalkan koordinasi antara pemerintah dengan non pemerintah untuk 

mewujudkan sinkroninasi dan sinergitas dalam pengelolaan. Mekanisme koordinasi 

ini ada pada Model Rowali yaitu dengan melibatkan lembaga swasta melalui CSR 

(akademisi, perbankan, perusahaan), lembaga milik pemerintah, media dan 

masyarakat (kelompok, perorangan, tokoh kunci) yang diarahkan langsung ke 

masyarakat untuk menjamin transparansi dan meningkatkan kepercayaan 
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masyarakat. Kebijakan riel berupa pelibatan BUMD milik daerah/swasta atau 

organisasi non pemerintah, terlibat langsung dan ambil bagian dalam pengelolaan 

pepohonan.  Pepohonan tersebut bisa dengan diberi nama perorangan / dari 

instansi serta secara periodik untuk di lihat kembali atau pemantauan, bisa dalam 

tour infrastruktur hijau.  

5. Peningkatan pemahaman masyarakat dan stakeholder terkait dalam pengelolaan 

infrastruktur hijau. Kebijakan riel berupa pemahaman dan edukasi secara terus 

menerus kepada masyarakat terkait tata kelola infrastruktur hijau, yang 

pelaksanaannya  oleh komite konservasi / lembaga non pemerintah. 

Dengan menerapkan rekomendasi ini maka efektivitas pengelolaan infrastruktur 

hijau/RTH di daerah akan terwujud untuk kesejahteraan masyakat sesuai Visi Misi 

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. 
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